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ABSTRAK 
 

 

Maga, Kristianti. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa periode tahun 2017-2018 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Studi Kasus Desa Rusoh 

Kecamatan Beo Selatan). Karangan. Jurusan Akuntnasi. Politeknik Negeri 

Manado.Pembimbing I: Susy A. Marentek SE.,MSA Pembimbing II: Jufry 

Rompas SE., Msi. 

 
Sejarah terbentuk Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan adalah terjadi 

keajaiban pada waktu itu Hugu Alule membuka sebuah kebun, dimana terjadi 

sesuatu hal yang aneh tapi nyata kebun itu yang baru selesai di buka tiba-tiba 

terbakar dengan sendirinya, lalu tumbuh segala jenis tanaman bahan makanan seperti 

: Padi dan umbi-umbian berkumpul di satu tempat pemukiman membentuk Desa 

dengan Nama Rusoh, yang artinya tumbuh dengan sendirinya. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Analisis 

Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Desa Rusoh 

Kecmatan Beo selatan dilihat dari Varians Pendapatan Desa tahun 2017-2018 dapat 

di katakan baik keduanya memiliki selisih yang cukup kecil karena rata-rata 

presentase realisasi APBDes 97%. Rasio keuangan Pendapatan Desa Rusoh 

menunjukan bahwa Desentralisasi Desa Rusoh dapat dikatakan masih Rendah 

Karena rata-rata Derajat Desentralisasi adalah 0,49%. Analisis Kinerja Keuangan 

Belanja Desa yaitu varians Belanja Desa Rusoh tahun 2017-218 masih dapat 

dikatakan baik. Karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran pendapatan belanja 

desa yaitu sebesar Rp. 1.020.014.650 dan realisasi sebesar Rp. 959.855.300 untuk 

tahun 2017. Pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.061.418.000 dan realisasinya 

adalah Rp. 1.061.355.874. Dalam keserasian belanja desa Rusoh kecamatan Beo 

Selatan dimana telah menunjukan bahwa pemerintah Desa Rusoh sudah stabil dalam 

pengalokasian dana selama 2017-2018, Analisis Kinerja Keuangan efisiensi belanja 

menunjukan dimana Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan belum 

melakukan efisiensi belanja dalam penggunaan anggaran terhadap belanja operasi 

dan belanja Modal. 

 Rekomendasi penulis yaitu dari Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan yaitu harus mampu dalam melaksanakan peningkatan serta dapat 

memaksimalkan Pendapatan Asli Desa, serta mampu dalam meningkatkan kapasitas 

pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

harus lebih transparan dalam masalah keuangan terhadap masyarakat dan pemerintah 

Daerah 

 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Desa 
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ABSTRACT 

 
Maga, Kristianti. 2018. Analysis of Financial Performance of Village Revenue and 

Expenditure Budget for 2017-2018 based on Government Regulation Number 

60 of 2014 concerning Village Funds (Case Study of Rusoh Village, Beo 

Selatan District). Essay. Accounting Department. State Polytechnic of 

Manado.Container. 1
st
 Advisor: Susy A. Marentek SE., MSA, 2

nd
 Adviso : 

Jufry Rompas SE., Msi. 

 

 The history of Rusoh Village formed in Beo Selatan District was a miracle 

that happened at that time Hugu Alule opened a garden, where something strange 

happened but the real garden, which had just opened, suddenly suddenly burned on 

its own, then grew all kinds of food plants such as: Rice and tubers gather in a 

settlement to form a village with the name Rusoh, which means it grows by itself. 

 This study has the objective to be able to find out how the Financial 

Performance Analysis of the Rusoh Village Revenue and Expenditure Budget Budget, 

this type of research is descriptive qualitative. This research was conducted in Rusoh 

Village, Beo Selatan District, Talaud Islands Regency. 

 The results of this study indicate that the financial performance of South 

Beo Rusmatan village in terms of the Village Income Variance in 2017-2018 can be 

said both have a fairly small difference because the average percentage of 

realization of the 97% APBDes. The financial ratio of the Rusoh Village Revenue 

shows that the Decentralization of Rusoh Village can be said to be still Low because 

the average Degree of Decentralization is 0.49%. Analysis of Village Expenditure 

Financial Performance namely the variance of Rusoh Village Expenditures in 2017-

2018 can still be said to be good. Because the realization of expenditure does not 

exceed the budget of the village expenditure income, which is Rp. 1,020,014,650 and 

the realization of Rp. 959,855,300 for 2017. In 2018 a total of Rp. 1,061,418,000 and 

the realization is Rp. 1,061,355,874. In the harmony of spending in the village of 

Rusoh, Beo Selatan sub-district, which has shown that the Rusoh village government 

has been stable in allocating funds for 2017-2018, the Financial Performance 

Analysis of expenditure efficiency shows that the Rusoh village government in Beo 

Selatan sub-district has not made efficient spending in the use of the budget for 

operating and expenditure expenditure. Capital. 

 The author's recommendation is that of the Government of Rusoh Village, 

Beo Selatan District, which must be able to carry out improvements and maximize 

Village Original Revenue, and be able to increase the capacity of services to the 

community. Rusoh Village Government of Beo Selatan District must be more 

transparent in financial matters towards the community and the Regional 

Government. 

 

 

Keywords: Financial Performance of Village Revenues and Expenditures. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa dalam undang-undang menegaskan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional 

yang di akui serta di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Dapat 

disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat beserta urusan pemerintah berdasarkan prakarsa, asal usul, 

dan adat istiadat masyarakat setempat. 

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Umum Pasal 1 tentang Keuangan 

Desa yang mengatur mengenai semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaran pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD DAN 

APBN. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bersumber dari belanja pusat 

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan 

berkeadilan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan 

desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, 

program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan 

dengan peraturan desa 

Pelaksanaan otonomi desa pemerintah dan masyarakat setempat untuk lebih 

mandiri dalam mengatur serta mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal 

ini adalah mengurus anggaran dan pendapatan, belanja Desa (APBDe), 

pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber anggaran penerimaan atau 
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pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembanguna 

desa. 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk kesejahteraan masyarakat Desa. APBDes ditetapkan tahun anggaran 

dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD kabupaten 

ditetapkan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, 

perubahan serta perhitungan anggaran yang nantinya dipertanggungjawabkan 

oleh Kepala Desa BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran. Pada tingkat pelaksanaan APBDes masih banyak masalah yang 

dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan keuangan desa, yang 

seiring terjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) tidak 

berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu dapat melihat seberapa 

baik dan benarnya pengelolaan keuangan sehingga diperlukan pengukuran 

kinerja keuaangan. Menurut (munawir 2012:31) pengukuran kinerja keuangan 

memberikan penilaian atas pengelolaan asset, serta melakukan evaluasi dan 

tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menilai 

akuntabilitas tidak hanya menunjukan bagaimana kemampuan uang desa 

dibelanjakan, akan tetapi melingkupi kemampuan yang menunjukan bahwa uang 

desa dibelanjakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis. 

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk 

menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa, mempertegas semakin diperlukannya 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan 

benarnyasuatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja 

Keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan 

memiliki duatujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui 

kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. 

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas 
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bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, 

akan tetapi meliputi kemampuan yangmenunjukkan bahwa uang publik tersebut 

telah dibelanjakan secara efisien,efektif, dan ekonomis. Efisien berarti 

penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, 

efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau 

tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan 

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga 

yang paling murah (Mardiasmo,2004:182). 

Selama ini penyusunan APBDes masih dilakukan berdasarkan 

pertimbangan incremental budget maka seringkali mengabaikan Kinerja 

Keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil 

dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan 

realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari 

anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang 

relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran 

sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi 

belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat 

keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat 

komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih 

sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan 

analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah 

Desa. 

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah desa dapat dilakukan dengan cara 

melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi 

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan 

informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan 

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang 

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.  

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

ternyata terdapat masalah bahwa APBDes di Desa Rusoh Kecamatan Beo 
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Selatan periode 2017-2018 masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari 

indikator masalanya yaitu terjadinya kesalahan taksiran harga dalam penyusunan  

APBDes yang sudah melebihi anggaran sesungguhnya. Pengeluaran pembelian 

yang tidak sesuai dengan anggaran sebenarnya yang telah di anggarkan. Karena 

kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBDes. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul ñAnalisis 

Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Periode Tahun 

2017-2018 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa, Studi Kasus Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatanò 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu 

Bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Desa Rusoh Kecamatan 

Beo Selatan periode 2017-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Desa 

Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Pemerintah Desa Rusoh 

Membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang 

dihadapi 

2. Penulis 

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang 

telah diperoleh dari bangku kuliah. 

3. Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau referensi 

dalam penelitian berikutnya  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun pasal 1, Desa adalah Desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2.2 Dasar Hukum tentang Pengawasan Dana Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa 

yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2, Dana Desa adalah Dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

Penyelanggaraan Pemerintah , Pelaksanaan, Pembangun, pembinaan 

kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang pasal 1, ayat 

3, Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sytem pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer 

melalui APBD Kabupaten/kota untul selanjutnya ditransfer ke APB Desa. 
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Undang- undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentag Desa pasal 55 

disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi : 

1. Membahas dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Bersama 

Kepala Desa. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan, 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Pemantuan 

Dana Evaluasi 

1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, 

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa 

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap : 

a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai cara pembagian dan 

penetapan besaran Dana Desa 

b. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Desa (RKUD) 

c. Penyampaian Laporan Realisasi dan 

d. Silpa Dana Desa 

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap : 

a. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh 

kabupaten/kota dan 

b. Realisasi penggunaan Dana Desa 

2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana 

Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48. Dalam melaksanakan 

tugas, kewenangan , hak, dan kewajiban, kepala Desa wajib : 

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir 

masa jabatan kepada bupati/walikota. 

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati/walikota 
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3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun 

anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 51 : 

a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c 

setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan Desa 

secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran. 

b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat 

pelaksanaan peraturan desa. 

c. Laporan keterangan penyelanggaraan pemerintah desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. 

Dana Desa bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar sehingga 

mekanisme pengontrolan dari masyrakat diperlukan untuk mengawasi dalam 

penggunaan dana Desa. Bertujuan agar dana tersebut dapat dipergunakan 

sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesehjatraan masyarakat. 

Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara 

transparen dan akuntabel. 

2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 

laba. 

Menurut Mardiasmo (2009:121) Pengukuran Kinerja Keuangan 

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud 

1. Untuk membantu memperbaiki Kinerja Keunangan Pemerintah. 

2. Untuk pengelokasian sumber daya dana pembuatan keputusan. 

3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 
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Manfaat pengukuran kinerja adalah 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. 

3. Untuk memonitor, mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk meperbaikiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukum (reward dan 

punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi . 

6. Membantu mengindentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan intsansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

 

2.4 Anggaran Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening 

Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan terdiri dari sesuai pasal 72 UU 

Desa bersumber dari : 

1. Pendapata Asli Daerah. 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan Dna Belanja Negara (Dana Desa) 

3. Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. 

4. Alokasi Dana Desa. 

5. Bantuan Keungan Dari APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten/Kota. 

6. Hibah Dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga. 

7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah. Pendapatan Desa tersebut jika 

diklafikasikan menurut kelompok terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
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b. Transfer 

c. Pendapatan Lain-Lain 

 

2.5 Anggaran Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. 

Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan 

pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan belanja desa tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut 

dibagi dalam kegiatan uang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah 

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh 

kegiatan belanja tersebut bermurarah pada kegiatan belanja pegawai, belanja 

barang, jasa dan belanja modal. 

2.6 Fungsi Anggaran Desa 

Menurut Wiratna Sujarweni (2017:33) Anggaran Desa mempunyai 

beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut: 

1. Alat Perencanaan 

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka 

mencapai tujuan. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan 

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang 

dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa 

2. Alat Pengendalian 

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, 

dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran 

dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa 

adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan 

pemasukan. 
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3. Alat kebijakan fiscal 

Menggunakan anggaran dapat diketahui bahwa kebijakan fiscal yang 

akan dijalankan desa dengan demikian akan mudah untuk 

memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran 

dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan 

menfasibilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Alat koordinasi dan komunikasi 

Menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan 

komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. 

Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi 

terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan 

desa. 

2.7 Jenis-jenis Anggaran 

Menurut Indra Bastian, 2006 Jenis-jenis anggaran terdiri atas 

beberapa bagian yaitu 

1. Line Item Budgeting 

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran uang didasarkan 

pada pos-pos penerimaan dana dan untuk apa dana tersebut digunakan 

(pos-pos pengeluaran). 

2. Incremental Budgeting 

Incremental Budgeting adalah system anggaran belanja dan 

pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, 

sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun 

yang akan dating. 

3. Planning Programming Budgeting sistem 

Planning Programming Budgeting sistem adalah suatu proses 

perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait 

dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-

pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas 

permasalahan yang mungkin timbul. 
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4. Zero Based Budgeting (ZBB) 

Zero Based Budgeting (ZBB) Merupakan system anggaran yang 

didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah 

dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara 

terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun 

yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah 

1) Identifikasi unit keputusan 

2) Membangun paket keputusan 

3) Meriew peringkat pake keputusan 

5. Performance Budgeting 

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) 

adalah system pengganggaran yang berorientasi pada ñoutputò 

organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana 

strategi organisasi. 

2.8 Manfaat Anggaran Desa 

Menurut Wiratna Surjawerni (2017:35) Anggaran desa disusun 

mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan 

sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat 

penyusunan anggaran desa adalah : 

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi 

kegiatan operasional dengan melibatkan kebutuhan dan ketersediaan 

sumberdaya. 

2. Sebagai salah satu indicator menentukan besarnya biaya pelayanan yang 

akan dibebankan masyarakat . 

3. Bahan pertimbangan untuk mengenali sumber pendapatan lain seperti 

mengajukan pinjaman 

4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

administrasi desa. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan dan pun pengawasan pemerintah desa 

5. Mengagambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode 

anggaran 
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6. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat 

 

2.9 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa 

Wahjudin (2011:36) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi 

oleh beberapa factor sebagai berikut 

1. Transparansi, menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada 

masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang 

ditetapkan dalam rangka pembangunan desa 

2. Akuntabilitas, menyangkut kemampuan pemerintah desa 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dengan 

masalah pembangunan pemerintah 

3. Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa 

untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat 

untuk terlibat dan perperan serta dalam proses pembangunan desa. 

Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang 

meniterberatkan pada peran serta masyarakat 

4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, menyangkut ketertiban 

masyarakat dalam penyusunan anggaran desa 

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang 

dimasyarakat. 

2.10  Struktur Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

 Struktur APBDes terdiri dari kelompok 

1. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis : 

Pendapatan Desa terdiri dari kelompok : 

a) Hasil Usaha, antara lain Bumdes, tanah kas Desa 

b) Hasil Asset, antara lain tambahan Perahu, pasar Desa, tempat 

pemandian umun, dan jaringan irigasi 

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat 

berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 
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d) Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pengutusan desa 

2. Transfer 

Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendpatan kabupaten/kota kelompok transfer 

terdiri dari : 

1. Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

belanja Negara yang diperuntuhkan bagi desa yang di transfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Bagi dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi 

Daerah 

Kelompok Transfer berikut adalah bagian dari hasil pajak daerah 

kabupaten/kota dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota 

mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada kepala desa paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 

daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan 

retirbusi daerah dilakuakan berdasarkan ketentuan 

a) 60% dibagi secara merata kepada seluruh Kepala Desa 

b) 40% dibagi proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan 

retribusi dari masing-masing 

1) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Kelompok Transfer Alokasi Dana Desa atau ADD adalah 

dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah 

du kurangi Dana Khusus. 

3. Penyertaan Modal Desa 

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai 

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya 
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dibebankan dalam suatu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan 

ditetapkan dengan peraturan desa. 

a) Penetapan tujuan pembentuka dana cadangan 

b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan 

c) Besaran dan rincian tahunan desa cadangan yang harus 

dianggarkan 

d) Sumber dana cadangan 

e) Tahun anggaran pelaksanaan dan cadangan. 

2.11  Manfaat Realisasi Anggaran 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02. Manfaat 

informasi ralisasi laporan Anggaran mencangkup hal tersebut 

1. Laporan Realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai 

sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. 

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai 

realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hala efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. 

2.12  Analisis Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja keuangan dilakukan dalam dua bagian yaitu : 

1. Analisis Kinerja Keuangan 

a) Analisis Variance Pendapatan Daerah 

Analisis pendapatan variance daerah dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan 

dianggarkan. Jika terdapata selisih lebih realisasi pendapatan 

melebihi jumlah yang dianggarkan maka dikatakan memiliki 

kinerja keuangan pendapatan yang baik, sedangkan jika 

terdapata selisih kurang realisasi pendapatan kurang dari 

jumlah yang dianggarkan maka kinerja keuangan pendapatan 

Daerah dinilai kurang baik (Mahmud : 2010) 

Rumusnya adalah sebagai berikut 
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Analisis Varian = Realisasi tahun t/ anggaran pendapatan 

tahun t x 100% 

2. Analisis Rasio keuangan Pendapatan Daerah 

a) Derajat desentralisasi 

Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD maka semakin 

tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

desentrasilisasi (Mahmud 2010). 

Rumuanya adalah sebagai berikut 

Derajat disentralisasi = Pendapatan Asli Desa / Total 

pendapatan Dana x 100% 

b) Rasio ketergantungan keuangan Daerah 

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterimah 

oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. 

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadapa Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Provinsi ( mahmudi 2010) 

RKKD = Pendapatan transfer / total pendapatan daerah x 

100% 

3. Analisis Kinerja Belanja Daerah 

a) Analisis Varians Belanja Daerah 

Analisis varians belanja daerah adalah merupakan analisis 

tehadapa pebedaan atau selisih anatara realisasi belanja dan 

anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi 

jumlah yang dianggarkan ) maka di katakana memiliki kinerja 

keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat 

selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang 

dianggarkan) maka kinerja keuangan belanja di nilai baik ( 

Mahmud 2010) adalah sebagai berikut 
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Analisis varians = realisasi belanja tahun t  / anggaran 

belanja tahun t x 100% 

b)  Analisis keserasian belanja daerah meliputi : 

1) analisis belanja operasi 

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio 

mengkonfirmasikan kepada pembaca laporan mengenai 

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja 

operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang 

manfaatnaya habis dikonsumsi dalam satu anggaran, 

sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu 

sifatnya rutin berulang.  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio belanja operasi =  realisasi belanja operasi total 

belanja desa x 100% 

2) analisis belanja modal 

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. 

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui 

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi 

dangan bentuk belanja modal pada tahun anggaran 

bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka 

menengah Panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya 

proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5-20% 

(Mahmudi 2010:164) 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio belanja modal = realisasi belanja modal / total 

belanja desa x 100%  
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c) analisis efisiensi belanja daerah  

 Rasio dalam analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan 

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang 

dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai 

telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya 

kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 

persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran  

(Mahmudi 2010).  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio efisiensi belanja = realisasi belanja / anggaran 

belanja x 100% 

a.  Laporan Realisasi Anggaran Desa 

Menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang 

menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan Realisasi 

Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu 

periode pelaporan.Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan. 

Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan 

realisasi atas: 

1) Pendapatan Desa; 

2) Belanja Desa; 

3) Surplus/Defisit Desa; 

4) Pembiayaan Desa; 

5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa. 

Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, 

Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.Pendapatan diakui 

pada saat diterima di rekening Pemerintah Desa atau di kas desa 

sebesar kas yang diterima.Belanja Desa menurut Bidang terdiri atas: 

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
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3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. 

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Pemerintah 

Desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.Selisih antara 

Pendapatan Desa dan Belanja Desa disebut Surplus/Defisit 

Desa.Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan.Penerimaan pembiayaan diakui pada saat 

diterima di rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang 

diterima.Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 

rekening kas desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, dengan metode analisis. Menurut sugiyono(2015:15), 

metode kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif dan 

pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi untuk melakukan 

pengumpulan data, pengolahan data, atau analisis data Kinerja Keuangan 

anggaran pendapatan dan belanja desa dibandingkan dengan peraturan 

pemerintah nomor 60 tahun 2014 serta kesimpulan dari data yang diperoleh. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Waktu Penelitian selama kurang lebih 

4 bulan, mulai bulan Februari ï Mei 2019 

 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam hal ini data primer yang dimaksud  yaitu catatan atau dokumentasi 

Pemerintah Desa Rusoh, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, laporan Pertanggungjawaban dan Rencana 

Pekerjaan Jangkah Menengah, Sejarah desa, visi misi, struktur organisasi 

pemerintah desa Rusoh, dan panduan tata kelola keuangan Desa serta 

hasil wawancara dengan pemerintah desa Rusoh. 

 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu teori-teori yang 

diperoleh dari mata kuliah Akuntansi Pemeintah, dalam hal ini teori 

tentang definisi akuntansi menurut SAP, dari mata kuliah Metodelogi 

penelitian , undang-undang yang mengatur tentang dana desa dalam hal 
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ini undang-undang nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, serta data 

sekunder lainnya yang berkaitan dengan Perlakuan APBDes. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa dan  Masyarakat yang berada 

di De a Rusoh Kecamatan Beo Selatan. 

2. Observasi 

Dalam melakukan observasi penulis menggunakan observasi terbuka 

dimana penulis dalam melakukan pengambilan data menyatakan 

sebenarnya kepada sumber data bahwasedang melakukan penelitian. Jadi 

mereka yng diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 

peneliti. Peneliti melakukan pengamatan terhadap perlakuan akuntansi 

APBDes. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Varians Pendapatan Desa 

Berdasarkan realisasi anggaran dapat di lakukan Analisis Pendapatan 

Desa dengan cara : 

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang 

dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi 

jumlah yang dianggarkan ) maka dikatakan memiliki Kinerja 

Keuangan Pendapatan Yang baik. Sedangkan jika terdapat selisih 

kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan ) 

maka kinerja keuangan pendapatan kurang baik (Mahmudi 2010:09) 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Analisis Varianc = Realisasi tahun t / anggaran pendapatan tahun t x 

100% 



21 
 

 

Berikut ini adalah indicator untuk mengukur kinerja keuangan 

anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Tabel 3.1 presentase realisasi   

  

 

 

 

 

b. Analisis Rasio keuangan Pendapatan Daerah 

Derajat desentralisasiRasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung 

jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentrasilisasi 

(Mahmud 2010: 10). 

Rumusnya adalah sebagai berikutDerajat disentralisasi = Pendapatan Asli 

Desa/Total pendapatan Desa x 100% 

Berikut ini adalah indicator untuk mengukur pendapatan asli desa  

Table 3.2 Presentase Realisasi 

  

 

2.  Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah 

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, kita dapat 

melakukan analisis kinerja kenuagan belanja desa dengan cara : 

Presentase Kriteria 

Lebih dari 100% Sangat baik 

90-100% Baik 

80-90% Belum baik 

Kurang dari 60% Tidak baik 

Presentase Kriteria 

Lebih dari 100% Sangat baik 

90-100% Baik 

80-90% Belum baik 

Kurang dari 60% Tidak baik 
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Analisis varians belanja daerah : 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Analisis varians = realisasi belanja tahun t  / anggaran belanja tahun t x 

100. 

a) Analisis keserasian belanja daerah meliputi : 

1) Analisis belanja operasi 

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja 

operasi dengan total belanja daerah. Rasio mengkonfirmasikan 

kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang 

dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan 

belanja yang manfaatnaya habis dikonsumsi dalam satu anggaran, 

sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya 

rutin berulang.  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio belanja operasi =  realisasi belanja operasi total belanja 

desa x 100% 

2) Analisis belanja modal 

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi 

belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, 

pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang 

dialokasikan untuk investasi dangan bentuk belanja modal pada 

tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat 

jangka menengah Panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya 

proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5-20% 

(Mahmudi 2010:164) 

Rumusnya adalah sebagai berikut  

Rasio belanja modal = realisasi belanja modal / total belanja 

desa x 100% 
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d. Analisis efisiensi belanja daerah  

Rasio dalam analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan 

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan 

efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. 

Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya 

pemborosan anggaran  (Mahmudi 2010).  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio efisiensi belanja = realisasi belanja / anggaran belanja x 

100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Entitas 

1. Sejarah Singkat Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

Pada mulanya Desa Rusoh di kenal dengan julukan Nama : ER 

ROPPA yang artinya : terpencar dibeberapa tempat, yaitu : ANNALAN dan 

ANE MAWIRA (sekarang Desa Pampalu) yang dipimpin oleh seorang Raja 

yang bernama : HUGU ALULE, kemudian oleh pendatang dari Benua Eropa 

(portugis dan belanda di sebut : Eropa yang artinya Wilayah yang luas selain 

itu memudahkan untuk penyebutan Nama Desa Rusoh yabg sebelumnya 

adalah ER,ROPPA. Jadi Nama Desa Rusoh pada waktu jaman Pemerintahan 

Kolonial Belanda tahun 1765 di kenal dengan Nama : EROPA 

Setelah terjadi keajaiban pada waktu Ratu : HUGU ALULE membuka 

sebuah kebun, dimana terjadi sesuatu hal yang aneh tapi nyata kebun yang 

baru selesai di buka tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, lalu Tumbuh segala 

jenis Tanaman bahan makanan seperti : Padi dan Umbi-umbian pada kebun 

tersebut. Dari keajaiban itu, oleh Ratu HUGU ALULE di tafsirkan bahwa 

mereka harus berkumpul di suatu tempat pemukiman membentuk Desa yang 

dengan nama : RUSOH yang artinya Tumbuh dengan sendirinya 

Jadi sejak saat itu nama EROPA oleh portugis dan belanda di ubah 

menjadi nama Rusoh oleh Ratu HUGU ALULE, tahun 1800 hinggs sekarang. 

Kemudian Raja hugu alule digantikan oleh Ratu Siging tahun 1805 dan 

Siging digantikan oleh Ratu Saluan tahun 1845 dengan wilayah kekuasan 

mulai dari Desa Sawang, Tarun, dan Niampak sebagai balas jasa mengambil 

alih peperangan  antara Raja kolongan dengan tarape makatara, kemudian 

Ratu Saluan digantikan oleh seorang kepala Adat (Ratumbanua bernama : 

TUNDUNAUNG) tahun 1845 

Setelah pada tahun 1895. Noh sellangunaung siging yang juga di 

kenal sebagai seorang pendekar yang Gagah berani, pantang menyerah di 

mana ia mendengar ada peperangan dan pertikaian antara Desa dan Raja-

Raja, Beliau datang untuk mendamaikan. Dan apabila Desa dan Raja-Raja 
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yang tidak mau berdamai, maka Desa dan Raja-Raja tersebut menjadi lawan 

Beliau sampai titik dara terakhir.  

Wilayah kekuasan dari sawang, tarun dan niampak. Tampanio sebeah 

selatan dan sungai Bongo sebelah Utara tempatnya di Desa Niampak, sungai 

yang sekarang disamping Bangunan pasar Desa Niampak 

Kemudian oleh pemerintah Belanda pada tahun 1903 Desa Rusoh 

menjadi Ibu Kota Pusat pemerintah keriesidenan wilayah kekuasaan mulai 

dari Desa Sawang, Tarun, Tarohan, Pulutan dan Daran sedangkan Desa 

Niampak dipindahkan dan digabungkan di Desa Rusoh sebagai Ibu Kota 

pemerintahan keriesidenan Rusoh, yang dipimpin oleh pejabat keriesidenan 

bernama : SOLEMAN TAMEBUI RIUNG adalah Putra Terbaik Desa 

Niampak pada waktu itu sesuda itu pada tahun 1907. 

Kemudian pada tanggal 13 februari 1918 SOLEMAN TAMEBUI 

RIUNG sebagai pejabat wilayah Kejuguguan Rusoh Meninggal Dunia. Dan 

sampai sekarang makamnya berada didesa Rusoh, tepatnya disamping 

belakang GEREJA GERMITA EL-BETHEL Rusoh ara Utara. 

Lalu oleh pemerintahan Belanda pada saat itu, wilayah Pemerintahan 

kejuguguan untuk wilayah karakelang berubah dab beralih berpusat di Beo di 

bawah pimpinan : Raja JULIUS SARIO TAMAWIWI maka untuk 

pemerintah di Desa Rusoh sejak tahun 1907 dipimpin oleh seorang 

KAPITAN LAUT (pejabat setingkat KADES) bernama : JAKOB MASONE 

sedangkan desa niampak masih bergabung tinggal di Desa Rusoh, setelah 

tahun 1920 Desa Niampak di kembalikan /di mekarkan menjadi 1 Desa 

sendiri, terpisah dari Desa Rusoh. Kemudian dari tahun ketahun Desa Rusoh 

yang awalnya salah bagian  wilayah kekuasaan pemerintah Adat dengan 

Nama : ANNE MAWIRA ( sekarang desa pampalu) pada tahun 1999 juga di 

mekarkan menjadi 1 Desa sendiri dari Desa Rusoh, dalam rangka 

mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. 

2. Visi Dan Misi Desa Rusoh 

a. Visi 

Menjadikan Rusoh Desa yang agraris yang berswasembada pangan di 

tahun 2015 dan tahun berikutnya. 
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b. Misi 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 

2) Pengembangan agribisnis berbasis kelompok 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

4) Meningkatkan pelayanan masyarakat 

5) Pengembangan ekonomi masyarakat 

6) Meningkatkan sarana dan prasarana 

 

3. Struktur Organisasi 

Secara umum struktur organisasi terdiri dari dua kata yaitu struktur dn 

organisasi. Struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat 

berbeda tipe, dan dikelompokkan ke dalam satu nama. Struktur membantu 

mengatur data-data yang rumit, khususnya dalam program yang besar, karena 

struktur membiarkan sekelompok variabel diperlakukan sebagai satu unit dari 

pada sebagai entity yang terpisah 

Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok 

orang untuk bekerja sama , terkendali dan terpmpin untuk tujuan tertentu 

berdasarkan pengertian dari struktur dan organisasi maka arti struktur 

organisasi adalah struktur yang terdiri dari hubungan antara pekerjaan dan 

sekelompok pekerjaan yang relative tetap dan stabil dengan tujuan 

memengaruhi perilaku individudan kelompok guna mencapai presentasi yang 

efektif.  

Struktur organisasi Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan dapat di lihat 

pada halaman berikutnya. 
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         Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

 

Sumber : Data Desa Rusoh 

4. Uraian Pekerjaan 

a) Kepala Desa 

1) Tugas Pokok 

Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

2) Fungsi 

a) Menyelenggarakan Pemerintah desa, seperti tata praja pemerintah 

desa, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat , administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan 

wilayah 

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasaran 

perdesaan, pembangunan bidang-bidang 

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan 



28 
 

 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya 

b) Sekertaris Desa 

1) Tugas Pokok 

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintah 

2) Fungsi 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi 

b) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasianaset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum 

c) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 

penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BDP, dan lembaga 

desa lainnya 

d) Melaksanakan urusan pelaksanaan, seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rrangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program serta penyusunan laporan 

3) Bidang Urusa 

1) Tugas Pokok 

Membantu sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi, 

keuangan dan umum mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah 

2) Fungsi 

a) Melaksanakan urusan ketatausahan 

b) Melaksanakan urusan keuangan 
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c) Mengkoordinasikan urusan perencanaan 

4) Unsur Pelaksanaan Teknis 

1) Tugas Pokok 

Membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional 

dibidang seksi pemerintahan, seksi pemabangunan, dan seksi 

kesos 

2) Fungsi 

a) Melaksanakan menajemen tata praja pemerintahan, menyusun 

rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 

pertanahan,pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, 

penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan 

pengelolaan profil Desa 

b) Melaksanakan pembangunan sarana prasaran perdesaan, 

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 

sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, 

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olahraga dan karang tarun 

c) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadapan 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan 

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya 

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 

5) Unsur Pelaksanaan Kewilayahan 

1) Tugas Pokok 

Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang 

bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya 

diwilayahnya 

2) Fungsi 

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakar, mobilitas kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah 

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 
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c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga lingkungannya 

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. 

6) BDP 

1) Tugas 

Membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama 

Kades, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 

dan Melakuakan pengawasan kinerja Kades. 

5. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi/tempat pelaksanaan penelitiaan dilakukan di Desa 

Rusoh  Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud yang beralamat 

di Wilayah Beo-Beo Selatan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

1. Data Khusus 

Berdasarkan data-data yang di peroleh di Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan pada saat melaksanakan penelitian, berikut ini disajikan data yaitu 

laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017-2018 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Rusoh Tahun 2017 

Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

1 PENDAPATAN - - 

1.1 Pendapatan Asli Desa Rp.         500.000 Rp. 0                                

1.1.3  Swadaya, Partisipasi dan gotong 

royong 

Rp.          500.000 Rp. 0 

1.2 Pendapatan Transfer Rp.1.020.014.650 Rp. 959.855.300 

1.2.1 Dana Desa Rp.    771.738.000 Rp. 771.738.000 

1.2.2 Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp.        7.864.400 Rp.     5.898.300 

1.2.3 Alokasi Dana Desa Rp.    220.412.250 Rp. 162.219.000 

1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Rp.      20.000.000 Rp.   20.000.000 

1.3 Lain-Lain Pendapatan Desa yang 

Sah 

Rp.           800.000 Rp.   0 

1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Desa yang  Rp.           800.000 Rp.   0 

 JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.021.314.650 Rp. 959.855.300 

2 BELANJA   

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa 

 

Rp.   256.420.269 Rp 193.174.250 

2.1.1 

 

 

Pembayaran Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 

Rp.   167.563.619 Rp. 128.287.500 

2.1.1.1 Belanjai Pegawai Rp.  167.563.619 Rp. 128.287.500 

2.1.1.1.01 Penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

Rp.  133.350.000 Rp.   98.262.500 

2.1.1.1.06 Tunjangan BDP dan Anggotanya Rp.    28.213.619 Rp.   24.025.000 

2.1.1.1.10 Tunjangan Pengelola Aset dan 

keuangan Desa 

Rp.      6.000.000 Rp.     6.000.000 

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa Rp.    67.348.650 Rp.   43.609.750 

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.    25.737.050 Rp.   19.712.550 

2.1.2.2.01 Belanja Listrik, Air, Telepon, 

Fax/Internet  

Rp.      1.000.000 Rp.     1.000.000 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

2.1.2.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.      3.375.500 Rp.     3.375.500 

2.1.2.2.03 Belanja Alat-alat kebersihan dan bahan 

pembersih 

Rp.         200.000 Rp.        200.000 

2.1.2.2.05 Belanja alat listrik/baterry/lampu Rp.         800.150  Rp.        800.000 

2.1.2.2.06 Belanja Fotocopy, cetak dan 

penggandaan 

Rp.      3.961.400 Rp.     1.437.050 

2.1.2.2.07 Belanja Makanan dan minuman rapat Rp.      1.400.000 Rp.     1.400.000 

2.1.2.2.16 Belanja Perjalanan Dinas Rp.    14.000.000 Rp.   11.500.000 

2.1.2.2.22 Belanja Jasa transaksi keuangan 

(Admin Bank dll) 

Rp.     1.000.000 Rp.  0 

2.1.2.3 Belanja Modal Rp.   41.611.600 Rp.   23.897.200 

2.1.2.3.14 Belanja Modal pengadaan peralatan 

kantor  

Rp.   19.787.200 Rp.   13.737.200 

2.1.2.3.16 Belanja Modal pengadaan komputer Rp.   16.864.400 Rp.    5.200.000 

2.1.2.3.18 Belanja Modal pengadaan alat-alat 

komunikasi 

 

Rp.    4.960.000 Rp.    4.960.000 

2.1.3 Kegiatan Operasional BDP Rp.   1.508.000 Rp.    1.277.000 

2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.   1.508.000 Rp.    1.277.000 

2.1.3.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.      655.000 Rp.       525.000 

2.1.3.2.07 Belanja Makanan dan Minum Rapat Rp.      853.000 Rp.       752.000 

2.1.3.2.16 Belanja Perjalanan Dinas Rp.   0 Rp.    0 

2.1.6 KegiatanPenyelenggaraan pemilihan 

kepala Desa/BPI 

Rp.  20.000.000 Rp .  20.000.000 

2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.  20.000.000 Rp.  20.000.000 

2.1.6.02 Belanja Alat Tulis Kantor 

 

Rp.    2.075.000 Rp.    2.075.000 

2.1.6.06 Belanja Fotocopy, cetak, dan  

Penggandaan 

Rp.    3.115.000 

 

Rp.    3.115.000 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

2.1.6.14 Belanja  Honorarium Tim Panitia Rp.   14.810.000 Rp.   14.810.000 

2.2 Bidang  Pelaksanaan Pembangunan 

Desa 

Rp. 409.518.000 Rp. 409.518.000 

2.2.1 Kegiatan Pengadaan, pembangunan 

Sarana dan prasarana 

Rp. 124.278.000 Rp. 124.278.000 

2.2.1.3 Belanja Modal Rp.  124.278.000 Rp.  124.278.000 

2.2.1.3.64 Belanja Modal pengadaan drainase Rp.  124.278.000 Rp.  124.278.000 

2.2.4 Kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana informasi 

Rp.   0 Rp.   0 

2.2.4.3 Belanja Modal Rp.   0 Rp.   0 

2.2.4.17 Belanja Modal pengadaan Alat-Alat 

studio/Audio 

Rp.   0 Rp.   0 

2.2.6 Kegiatan Pengadaan, pembangunan 

sarana dan Prasarana 

Rp.   10.000.000 Rp.   10.000.000 

2.2.6.3 Belanja Modal Rp.   10.000.000 Rp.   10.000.000 

2.2.6.3.54 Belanja Modal Pengadaan buku dan 

perpustakaan 

 

Rp.   10.000.000 Rp.   10.000.000 

2.2.16 Kegiatan Pembangunan Pagar Halaman Rp.  275.240.000 Rp.  275.240.000 

2.2.16.3 Belanja Modal Rp.  275.240.000 Rp.  275.240.000 

2.2.16.3.51 Belanja Modal Pengadaan Pagar 

Halaman 

Rp.  275.240.000 Rp.  275.240.000 

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.  362.590.000 Rp.  362.590.000 

2.4.8 Kegiatan Pengelolaan Hasil Produksi 

Usaha Pertanian 

Rp.  362.590.000 Rp.  362.590.000 

2.4.8.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.  362.590.000 Rp.  362.590.000 

2.4.8.2.20 Belanja Barang untuk Diberikan 

kepada masyarakat 

Rp.  362.590.000 Rp.  362.590.000 

 JUMLAH BELANJA Rp.1.028.528.269 Rp.  965.282.250 

    

 SURPLUS / (DEFISIT) Rp.     (7.213.619) Rp.     (5.426.950) 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

3 PEMBIAYAAN    

3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp.      7.213.619 Rp.   0 

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya 

Rp.      7.213.619 Rp.   0 

 JUMLAH PEMBIAYAAN  Rp.      7.213.619 Rp.   0 

    

 SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

Rp.   0 Rp.      5.426.950 

 

Tabel 4.2 Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Rusoh Tahun 2018 

Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

1 PENDAPATAN   

1.1 Pendapatan Asli Desa Rp.            500.000 Rp.          437.874 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah 

Rp.            500.000 Rp.          437.874 

1.2 Pendapatan Transfer Rp.  1.060.918.000 Rp. 1.060.918.000 

1.2.1 Dana Desa Rp.     683.819.000 Rp.    683.819.000 

1.2.2 Bagi Hasil Pajak Rp.       16.446.000 Rp.      16.446.000 

1.2.3 Alokasi Dana Desa Rp.     360.653.000 Rp.    360.653.000 

  

JUMLAH PENDAPATAN 

 

Rp.  1.061.418.000 

 

Rp.1.061.355.874 

    

 

2 

 

BELANJA 

  

2.1. Bidang Penyelenggaraan  

Pemerintah Desa 

Rp.     315.364.000 Rp.   314.942.692 

2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 

Rp.     268.017.000 Rp.    268.017.000 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

Jumlah Realisasi 

 

2.1.1.1 Belanja Pegawai Rp.     268.017.000 Rp.    268.017.000 

2.1.1.1.01 Penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

Rp.     184.017.000 Rp.    184.017.000 

2.1.1.1.02 Penghasilan tetap staf Pemerintah 

Desa 

Rp.      12.000.000 Rp.     12.000.000 

2.1.1.1.06 Tunjangan BDP dan Anggotanya Rp.      33.600.000 Rp.     33.600.000 

2.1.1.1.10 Tunjangan Pengelola Aset dan 

keuangan Desa 

Rp.      38.400.000 Rp.     38.400.000 

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor 

Desa 

Rp.      47.347.000 Rp.     46.925.692 

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.      21.411.000 Rp.     20.989.692 

2.1.2.2.01 Belanja Listrik, Air, Telepon, 

Fax/Internet  

Rp.           700.000 Rp.          700.000 

2.1.2.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.        2.490.000 Rp.       2.490.000 

2.1.2.2.05 Belanja alat listrik/baterry/lampu Rp.           840.000 Rp.          840.000 

2.1.2.2.06 Belanja Fotocopy, cetak dan 

penggandaan 

Rp.        3.025.000 Rp.       3.025.000 

2.1.2.2.07 Belanja Makanan dan minuman 

rapat 

Rp.        6.256.000 Rp.       6.256.000 

2.1.2.2.08 Belanja Pakaian Dinas dan 

Atributnya 

Rp.        6.600.000 Rp.       6.600.000 

2.1.2.2.13 Belanja Bahan Bakar Minyak dan 

Gas 

Rp.        1.000.000 Rp.       1.000.000 

2.1.2.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 

 

Rp.   0 Rp.   0 

2.1.2.2.22 Belanja Jasa transaksi keuangan 

(Admin Bank dll) 

Rp.            500.000 Rp.             78.692 

2.1.2.3 Belanja Modal Rp.       25.936.000 Rp.      

25.936.000 

2.1.2.3.14 Belanja Modal pengadaan peralatan 

kantor 

Rp.         2.475.000 Rp.        2.475.000 

2.1.2.3.19 Belanja Modal pengadaan 

kendaraan Dinas/ operasio 

Rp.       21.961.000 Rp.       

21.961.000 

2.1.2.3.58 Belanja Modal Pengadaan mebeleur Rp.         1.500.000 Rp.         

1.500.000 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

2.2 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Rp.     480.324.000 Rp.    

480.324.000 

 

2.2.1 Kegiatan Pengadaan, pembangunan 

Sarana dan prasarana 

Rp.     202.690.000 Rp.    202.690.000 

2.2.1.3 Belanja Modal Rp.     202.690.000 Rp.    202.690.000 

2.2.1.3.41 Belanja Modal pengadaan Jalan 

Desa 

Rp.     202.690.000 Rp.    202.690.000 

2.2.4 Kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana informasi 

Rp.      75.043.000 Rp.     75.043.000 

2.2.4.3 Belanja Modal Rp.      75.043.000 Rp.     75.043.000 

2.2.4.18 Belanja Modal pengadaan Alat-Alat 

komunikasi 

Rp.      75.043.000 Rp.     75.043.000 

2.2.5 Kegiatan Pengadaan, 

pembangunan sarana dan 

Prasarana 

Rp.      89.920.000 Rp.     89.920.000 

2.2.5.3 Belanja Modal Rp.      89.920.000 Rp.     89.920.000 

2.2.5.3.46 Belanja Modal PengadaanDrainase Rp.      89.920.000 Rp.     89.920.000 

2.2.16 Kegiatan Pembangunan Pagar 

Halaman 

Rp.    112.689.000 Rp.   112.689.000 

2.2.16.3 Belanja Modal Rp.    112.689.000 Rp.   112.689.000 

2.2.16.3.51 Belanja Modal Pengadaan Pagar 

Halaman 

Rp.    112.689.000 Rp.   112.689.000 

2.4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

Rp.    265.712.000 Rp.   265.712.000 

2.4.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat 

Rp.      35.500.000 Rp.     35.500.000 

2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.      35.500.000 Rp.     35.500.000 

2.4.1.2.20 Belanja Barang untuk Diberikan 

kepada masyarakat 

Rp.      35.500.000 Rp.     35.500.000 

2.4.8 Kegiatan Pengelolaan Hasil 

Produksi Usaha Pertanian 

Rp.    183.920.000 Rp.   183.920.000 

2.4.8.3 Belanja Modal Rp.    183.920.000 Rp.   183.920.000 

2.4.8.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 

pengelola pertanian 

Rp.    183.920.000 Rp.   183.920.000 
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Kode 

Rekening 

 

Uraian 

 

Jumlah Anggaran 

 

 

Jumlah Realisasi 

 

 

2.4.26 

Kegiatan Penyelenggaran 

Peningkatan Kualitas dan kap 

Rp.      46.292.000 Rp.     46.238.000 

2.4.26.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.      46.292.000 Rp.     46.238.000 

2.4.26.2.16 Belanja Perjalanan Dinas Rp.      46.292.000 Rp.     46.238.000 

 JUMLAH BELANJA Rp. 1.062.418.000 Rp.1.060.942.692 

    

 SURPLUS / (DEFISIT) Rp.   0 Rp.          413.182 

    

 SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

 Rp.          413.182 

 

2. Analisis Data 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja 

dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah 

dengan menggunakan sistem keuangan yang di tetapkan melalui suatu 

kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 

Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Periode 

Tahun 2017-2018 Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa yang ada di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan. Dalam penelitian 

ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan 

pekerjaan/kegiatan di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan dalam bidang 

kinerja Keuangan untuk waktu kurun waktu Tahun 2017-2018. Rasio yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Desa Rusoh 

Kecamatan Beo Selatan pada penelitian ini adalah : Rasio Efektivitas PAD, 

Rasio Efisisensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan 

Rasio Kemandirian Keuangan Desa 

b. Analisis kinerja keuangan Pendapatan Desa 

1) Analisis Varians Pendapatan Desa 

Analisis Varians = Realisasi tahun t/ Anggaran Pendpatan tahun t x 100% 
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Tabel 4.3 Perhitungan Varians Pendapatan Desa 

 

Tahun 

Pendapatan Presenta

si 

realisasi 

APBDes 

APBDes Realisasi Selisih 

   

2017 Rp. 1.021.314.650 Rp.   959.855.300 (Rp. 61.459.350) 93% 

2018 Rp. 1.061.418.000 Rp. 1.061.355.874 (Rp. 62.126) 99% 

   Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan Perhitungan pada tabel diatas tentang Kinerja 

Keuangan Pendapatan Desa pada tahun 2017-2018, keduanya memiliki 

selisih yang cukup kecil. Presentase tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 

sebesar 99%, sedangkan pada tahun 2017 memiliki presentase sebesar 93%. 

Jika dilihat dari analisis varians Pendapatan Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan bisa di katakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

sudah baik 

2) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Desa 

a) Derajat Desentralisasi 

Deraja Desentralisasi = Pendapatan asli desa / total pendapatan Desa x 

100% 

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Keuangan Pendapatan Desa 

 

Tahun Pendapatan Asli 

Desa 

Total Pendapatan 

Desa 

Derajat 

Desentralisasi 

2017 Rp. 500.000 Rp. 959.855.300 0,52% 

2018 Rp. 500.000 Rp. 1.061.355.874 0,47% 

Total Rp. 1.000.000 Rp. 2.021.211.174 0,49% 

Sumber : Data Olahan 2019 

           Berdasarkan Perhitungan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa Derajat Desentralisasi Desa Rusoh Kecamatan Beo selatan 

masih sangat rendah dengan rata-rata 0,49%. Derajat desentralisasi 
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tertinggi pada tahun 2017 yaitu 0,52% dan derajat desentralisasi 

terendah pada tahun 2018 yaitu 0,49% 

a) Analisis Kinerja Keuangan Belanja Desa 

1) Analisis Varians Keuangan Belanja Desa 

Analisis Varians = Analisis Belanja tahun t / Anggaran Belanja 

tahunt x 100% 

Tabel 4.5 Perhitungan Varians Belanja Desa 

Tahun Belanja 

  

APBDes 

 

Realisasi 

 

Selisih 

Presentas

i 

Realisasi 

APBDes 

2017 Rp.1.021.314.650 Rp. 965.282.250 (Rp.56.032.400) 94,51% 

2018 Rp.1.061.418.000 Rp.1.060.942.693 (Rp. 475.307) 99,95% 

                                Sumber : Data Olahan (2019) 

Berdasarkan Perhitungan pada tabel diatas dengan 

metode analisis varians Belanja Desa Rusoh Kecamatan Beo 

selatan tahun 2017-2018 dapat dilihat bahwa realisasi belanja 

tidak melebihi dari anggaran belanja. Berdasarkan perhitungan 

pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata varians 

Belanja Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan pada tahun 2017 

sebesar 94,51%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 

2018 sehingga rasionya pada tahun 2018 sebesar 99,95% 

2)  Analisis Keserasian Belanja Desa 

a) Analisis Belanja Operasi 

Rasio Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi / Total 

Belanja Desa x 100% 
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Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Belanja Operasi 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja Realisasi 

Belanja Operasi 

Rasio 

Belanja 

Operasi 

2017 Rp. 965.282.250 Rp. 555.764.250 57,58% 

2018 Rp.1.060.942.693 Rp. 627.526.384 59,15% 

                                    Sumber : Data olahan 2019 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas maka dapat 

diketahui ba hwa rata-rata keserasian Belanja Operasi Desa 

Rusoh Kecamatan Beo Selatan pada tahun 2017 sebesar 

57,58%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 

sehingga rasionya pada tahun 2018 sebesar 59,15% 

a) Analisis Belanja Modal 

Rasio belanja Modal = Realisasi Belanja Modal / Total 

Belanja Desa x 100% 

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Belanja Modal 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja Realisasi Belanja 

Modal 

Rasio 

Belanja 

Modal 

2017 Rp.    965.282.250 Rp. 433.415.200 44,90% 

2018 Rp. 1.060.942.693 Rp. 690.198.000 65,06% 

   Sumber : Data Olahan 2019 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menunjukan 

rata-rata rasio keserasian belanja modal Desa Rusoh 

Kecamatan Beo Selatan adalah sebesar 55,45%. Pada tahun 

2017 rasionya sebesar 44,90% kemudian mengalami 

kenaikan pada tahun 2018 65,06% 

a) Analisis Efisiensi Belanja Desa 

Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja / Anggaran 

Belanja x 100% 
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Tabel 4.8 Perhitungan efisiensi Belanja Desa Tahun 

2017 

Uraian Anggaran Realisasi Rasio 

Efisiensi 

Belanja 

Belanja Operasi Rp. 619.010.269 Rp. 555.764.250 89,78% 

Belanja Pegawai Rp. 167.563.619 Rp. 128.287.500 76,56% 

Belanja Barang Rp. 409.835.050 R p. 403.579.550 89,46 

Belanja Modal Rp. 451.129.600 Rp. 433.415.200   96,07% 

Belanja Peralatan 

dan Mesin 

Rp. 451.129.600 Rp. 433.415.200   96,07% 

        Sumber : Data Olahan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa 

Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan telah efisiensi 

dalam melakukan penggunaan anggaran terhadap 

Belanja Operasi dan Belanja Modal. Masing-masing 

memilki Rasio yang berbeda sebesar 89,78% dan 96,07%  

Rasio ini masing-masing menunjukan dibahwa 100% 

sehingga dapat di katakan pemerintah Desa Rusoh 

Kecamatan Beo Selatan telah Mampu melaksanakan 

efisiensi belanja pada tahun 2017 
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Tabel 4.9 Perhitungan efisiensi Belanja Desa Tahun 2018 

Uraian Anggaran Realisasi Rasio 

Efisiensi 

Belanja 

Belanja 

Operasi 

Rp. 581.076.000 Rp. 580.600.692 99,92% 

Belanja 

Pegawai 

Rp. 268.017.000 Rp. 268.017.000 100% 

Belanja Barang Rp. 103.203.000 Rp. 102.781.692 99,59% 

Belanja Modal Rp. 690.198.000 Rp. 690.198.000 100% 

Belanja 

Peralatan dan 

Mesin 

Rp. 690.198.000 Rp. 690.198.000 100% 

  Sumber : Data Olahan 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Desa Rusoh 

Kecamatan Beo Selatan dapat dikatakan telah efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja 

Modal. Masing-masing memilki Rasio yang berbeda sebesar 99% 

dan 100%  Rasio ini masing-masing menunjukan dibahwa 100% 

sehingga dapat di katakan pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo 

Selatan telah Mampu melaksanakan efisiensi belanja pada tahun 

2018. 

4.3  Pembahasan  

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Desa 

a. Analisis Varians Pendapatan Desa 

Apabila dilihat d ari analisis varians Pendapatan Desa Rusoh, dapat 

dikatakan belum baik dikarenakan realisasi pendapatan kurang dari 

anggaran. Tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami selisih kurang, jumlah 

telah dianggarakan lebih tinggi nilainya dari realisasinya. Apabila dilihat 

dari kedua periode 2017-2018, presentase paling tinggi terjadi tahun 
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2018 sebesar 99%, sedangkan pada tahun 2017 adalah presentase paling 

rendah yaitu sebesar 93%. 

b. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah 

Derajat Desentralisasi 

Derajat Desentralisasi Desa Rusoh telah  menunjukan angka rata-rata 

0,49%. Lewat angka rata-rata ini menunjukan Derajat Desentralisasi 

Desa Rusoh masih sangat rendah karena Pemerintah Desa Rusoh belum 

seluruhnya melibatkan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan 

pembangunan yang di lakukan di desa, misalnya dalam kegiatan 

pembangunan pagar halaman untuk setiap rumah masih banyak 

masyarakat yang belum memiliki pagar halaman karena masyarakat desa 

belum semuanya dilibatkan dalam pembangunan  pagar, sehingga dalam 

pembangunan pagar ini pemerintah desa belum bisa memberikan hasil 

yang lebih baik. Karena kurangnya kerja sama antara pemerintah desa 

dan masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan Desa. Dalam 

setiap penggunaan Dana dari pemerintah Pusat masyarakat tidak pernah 

tau berapa jumlah dana yang ada pada pemerintah Desa, karena 

pemerintah desa tidak transparan dalam masalah Dana Desa kepada 

masyarakat setempat. Untuk Derajat Desentralisasi tertinggi sebesar 

0,52% pada tahun 2017 sedangkan Derajat Desentralisasi terendah 

sebesar 0,47% pada tahun 2018 

c. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Desa 

1. Analisis Varians Belanja Desa 

Analisis varians Belanja Desa Rusoh telah menunjukan bahwa kinerja 

Keuangan Belanja Desa dapat dikatakan baik. Dikarenakan tidak ada 

realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja yang ada. Realisasi 

tertinggi dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,95% dan yang 

terendah terjadi pada tahun 2017 yairtu sebesar 94,51% 

2. Analisis Keserasian Belanja Desa 

a) Analisis Belanja Operasi 

Berdasarkan perhitungan rasio Keserasian dapat diketahui bahwa 

realisasi Total Belanja Operasi Desa Rusoh pada dua tahun berturut-turut 
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yaitu 2017-2018 mengalami Kenaikan. Dimulai dari tahun yang pertama 

yaitu tahun 2017 total belanja desa sebesar Rp. 555.764.250. kemudian pada 

tahun 2018 mengalami kenaikan total belanja Desa Rusoh sebesar Rp. 

627.526.384. Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio belanja 

operasi sudah stabil. Sehingga angka Presentase tahun 2017-2018 masih 

berubah-ubah. Tahun 2017 sebesar 57,58% kemudian tahun 2018 menjadi 

59,15% 

b) Analisis Belanja Modal  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa 

realisasi Total Belanja Modal Desa Rusoh telah mengalami Kenaikan. 

Pada tahun 2016 sebesar Rp. 433.415.200 dan pada tahun 2018 

mengalami Kenaikan sebesar Rp. 690.198.000. Sehingga dari realisasi 

total belanja Modal tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu 65,06% 

kemudian rasio terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu 44,90% 

c) Analisis  Efisiensi Belanja Desa 

Analisis Efisiensi Belanja Desa menunjukan bahwa Desa Rusoh sudah 

melakukan efisiensi belanja pada tahun 2017-2018. Hal tersebut telah 

ditunjukan dengan Realisasi Anggaran Belanja Desa Rusoh. Dimana 

tidak terdapat angka yang menunjukan telah melibihi anggaran yang ada. 

Pernyataan diatas telah menunjukan bahwa secara umum kinerja 

keuangan Desa Rusoh dapat dikatakan baik. Tetapi jika dibandingkan 

dengan keserasian belanja dapat dikatakan belum terjadi keseimbangan 

antara belanja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdadasarkan Analisis data yang sudah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Desa 

Dilihat dari hasil Kinerja Pendapatan Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

secara umum dapat dikatakan belum baik, sekalipun dalam pengelolaan 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, Pemerintah Rusoh 

belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 

Dana Desa, yang memiliki tujuan untuk menghindari kasus-kasus yang 

sering terjadi yang sangat mudah di lakukan oleh setiap orang. Keuangan 

Pendapatan Desa apabila dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Desa 

pada tahun 2017-2018 masih dapat dikatakan Baik. 

a) Kinerja Keuangan Pendapatan Desa apabila dilihat dari Analisis Rasio 

Keuangan Pendapatan Desa. Menunjukan derajat Desentralisasi 

Pendapatan Desa Rusosh Kecamatan Beo Selatan masih sangat rendah 

, jika dilihat dari nilai rata-rata derajat desentralisasi yaitu sebesar 

0,49%. Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan masih 

memiliki ketergantungan kepada pemerintah Pusat 

2. Kinerja Keuangan Belanja Desa 

a) Jika dilihat dari analisis varians Belanja Desa untuk Kinerja Keuangan 

Belanja Desa Ruso h tahun 2017-2018 masih dapat dikatakan baik, 

karena pada tahun 2018 mengalami kenaikan 99,95%. 

b) Apabila dilihat dari keserasian Belanja Desa Rusoh Kecamatan Beo 

selatan untuk Kinerja Keuangan Belanja Desa telah menunjukan 

dimana Pemerintah Desa Kecamatan Beo Selatan masih banyak 

mengalokasikan Belanja Modal dari pada Belanja Operasi  

3. Kinerja Keuangan Efisiensi Belanja jika kita lihat dari Efisiensi Belanja 

Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan telah melakukan Efisiensi 
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belanja pada tahun 2017-2018 masih dapat dikatakan cukup baik karena 

tidak ada belanja yang melebihi anggaran yang  telah ada 

4. Pemerintah Desa Rusoh khususnya Pengurus APBDes Belum transparan 

dalam penyusunan APBDes 

5.2 Rekomendasi 

1. Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan 

a) Pemerintah Desa Rusoh diharapkan untuk dapat menerapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 agar dapat mempermudah Pemerintah 

dalam menangani dan mengelola Keuangan Desa 

b) Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan tetap melibatkan 

masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, bertujuan agar dana 

tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

c) Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan diharuskan mampu dalam 

meninggkatkan pelayanan masyarakat dalam menjalankan setiap aktivitas 

agar masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

d) Pemerintah Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan harus lebih transparan 

serta akuntabel dalam mengelola APBDes 
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